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LSM Lingkungan Ingatkan Presiden Terpilih untuk Memprioritaskan
Program Pembangunan yang Berkelanjutan

Jakarta, 18 Juli 2019 - Presiden Republik Indonesia terpilih, Presiden Joko Widodo,
menyampaikan pidato di Bogor pada 14 Juli 2019 lalu. Lingkup kerja yang menjadi fokus dalam
pidato tersebut antara lain: pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia,
peningkatan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan, reformasi birokrasi, serta
penggunaan APBN yang fokus, efektif dan efisien.

Namun, bagi beberapa LSM melihat hal ini sangat kontradiktif dengan hasil Rapat Kabinet
Terbatas yang dilaksanakan pada Selasa, 16 Juli 2019 yang lalu. Rapat tersebut membahas
solusi pengelolaan sampah dan polusi plastik yaitu melalui percepatan pembangunan PLTSa di
4 (empat) wilayah di Indonesia yakni Surabaya, Solo, Bekasi, dan DKI Jakarta yang dikawal
langsung oleh Pemerintah Pusat.’

Menanggapi solusi permasalahan sampah pada Rapat Kabinet Terbatas tersebut, empat
lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada isu lingkungan, yaitu WALHI, ICEL, Nexus3,
dan Ecoton, tidak lelah untuk mengingatkan bahwa investasi untuk isu lingkungan harus
direncanakan dan diimplementasikan dengan tepat guna dan sasaran, agar tidak merugikan
keuangan negara.

Keempat LSM lingkungan ini menilai bahwa investasi negara yang dikucurkan untuk PLTSa?
bukan merupakan investasi yang efektif, efisien, dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

“Percepatan pembangunan PLTSa incinerator sekali lagi menunjukkan bahwa pemerintahan
Jokowi memprioritaskan investor, project sentralistik dan modal besar. Pembangunan PLTSa
tidak akan memecahkan persoalan persampahan di kota-kota tersebut malah akan

' Keterangan diperoleh dari Sekretaris Kabinet, dari wawancara kompas. Sumber:
https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/07/16/1826077 1/empat-daerah-siap-bangun-pembangkit-list
rik-tenaga-sampah

2 PLTSa yang dimaksud adalah PLTSa dengan teknologi termal, dalam hal ini termasuk incinerator,
gasifikasi, RDF, pyrolisis, kiln semen, hydrotermal, dan teknologi termal lainnya



https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/07/16/18260771/empat-daerah-siap-bangun-pembangkit-listrik-tenaga-sampah
https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/07/16/18260771/empat-daerah-siap-bangun-pembangkit-listrik-tenaga-sampah

menimbulkan masalah baru,” jelas Yaya Direktur WALHI Eksekutif Nasional. “Subsidi
besar-besaran dikerahkan untuk pembakaran sementara inisiatif pengelolaan masyarakat dan
terdesentralisasi tidak mendapatkan perhatian padahal paradigma pengelolaan sampah dalam
undang-undang persampahan mengarahkan desentralisasi pengelolaan sampah dari
sumbernya,” tambah Yaya.

Isu pengelolaan sampah memang sudah menjadi salah satu fokus utama Indonesia, mengingat
telah diterbitkannya beberapa perundangan yang difokuskan untuk perbaikan isu persampahan
di Indonesia, bahkan dalam beberapa tahun terakhir.>*°

“‘Pemerintah harus patuh terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang
menyatakan pemrosesan akhir sampah dengan teknologi termal tidak sesuai dengan amanat
Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Permasalahan sampah memang mendesak untuk
diselesaikan namun tentu tanpa melawan peraturan yang berlaku.” ujar Fajri Fadhillah, Kepala
Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan dari Indonesian Center for Environmental
Law.

“‘Pembangunan PLTSa sebagai solusi pengelolaan sampah sangat tidak cocok untuk Indonesia.
Bukan hanya tidak layak secara teknis dan finansial, tetapi juga berisiko tinggi terhadap
kesehatan masyarakat. Membakar sampah, terutama sampah plastik, menciptakan petaka baru
yang lebih berbahaya karena tidak kasatmata,” ujar Yuyun Ismawati, Penasihat Senior Yayasan
Fokus Nexus 3. “Abu terbang dan bottom ash dari PLTSa termal adalah limbah B3 yang harus
diolah di TPA khusus untuk Limbah B3. Proyek serba cepat dan boros ini akan jadi sumber
petaka baru kalau abu PLTSa diperlakukan sebagai sampah biasa.”

“Mengingat akan ada timbul sumber cemaran racun baru di 12 kota PLTSa, studi kelayakan dan
izin lingkungan tidak akan cukup untuk menjaga kualitas hidup, kesehatan, serta meningkatkan
lingkungan hidup masyarakat Indonesia,” tambah Daru Setyorini, Direktur Yayasan Ecoton.
“Peningkatan penanganan sampah di kota-kota PLTSa harus ditingkatkan tetapi bukan dengan
teknologi termal. Pendekatan Zero Waste terbukti dapat diterapkan di beberapa kota besar dan
seharusnya mendapat dukungan pemerintah pusat.”

Para aktivis lingkungan ini melihat ketidakcocokan PLTSa termal sebagai solusi pengelolaan
sampah di Indonesia dari berbagai hal. Secara teknis, sampah Indonesia memiliki kandungan
air yang relatif tinggi® serta nilai kalor yang rendah.” Akan dibutuhkan bahan bakar pembantu
untuk membakar sampah-sampah basah di 12 kota. Konsekuensinya, abu (fly ash dan bottom

3 Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2016, yang diperbaharui menjadi Peraturan Presiden No. 35 Tahun
2018.

4 Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017

® Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018

6 Damanhuri, E (2008); Tridamaningrum, Y. (2010; Pasek, et.al (2013)

7 World Bank (1999) Municipal Solid Waste Incineration - Technical Guideline Report



ash) serta emisi partikel berukuran nano serta dioksin dan furan, akan dilepas ke udara, tanah
dan air.

Secara finansial, PLTSa membutuhkan biaya-biaya investasi dan operasional yang lebih tinggi
dibandingkan dengan TPA, namun dengan risiko teknis dan risiko lingkungan yang lebih tinggi.®
%1% Hal ini juga ditegaskan oleh ahli toksikologi dan kimia lingkungan, Prof. (emeritus) Paul
Connett dari Amerika Serikat.

“Karakteristik sampah di Indonesia adalah sampah basah karena sampah organik dan
anorganik tercampur. Akan membutuhkan energi yang cukup besar untuk memprosesnya. Kita
tidak akan memperoleh nilai ekonomi yang efisien dan energi listrik yang maksimal. Faktanya,
energi listrik yang dihasilkan dari PLTSa sebetulnya tidak terlalu besar, ” tegas Paul Connett
saat kampanye Zero Waste di Indonesia minggu lalu.

Beliau juga menambahkan, teknologi dengan temperatur rendah yakni anaerobic digestion yang
dibantu mikroba untuk pengelolaan sampah organik lebih tepat digunakan di Indonesia.

Tiga tahun lalu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 18/2016 tentang
Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di 7 kota Indonesia, yang
kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA)" atas permohonan sekelompok LSM dan
individu.

Ironisnya, dalam waktu kurun waktu 2 tahun, Pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan
Presiden (Perpres) No. 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah
Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Sekilas, tidak ada perbedaan
signifikan dari judul kedua Perpres kecuali penggunaan kata “ramah lingkungan”. Oleh karena
itu, Aliansi Zero Waste Indonesia kembali mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak
gegabah mendorong pembangunan PLTSa termal.'?'34.15
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https://www.ecocycle.org/files/pdfs/WTE_wrong_for_environment_economy_community by Eco-Cycle.p
df

® Mutz, D. et.al (2017) Waste to Energy Options in Municipal Solid Waste Management: A Guide for
Decision Makers in Developing and Emerging Countries. Eschborn: Deutsche Gesellschaft fur
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

® Rawlins, J. et.al (2016) Waste to energy in Indonesia: Assessing opportunities and barriers using
insights from the UK and beyond. Carbon Trust; The Institute for Essential Services Reform (IESR); and
The UK Foreign & Commonwealth Office (FCO) South-East Asia Prosperity Fund

" Aisya Aldila, dkk. vs Presiden Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 27 P/HUM/2016 tanggal 2 November 2016. Putusan perkara hak uji materiil tersebut dapat
diunduh di sini.

12 Siaran Pers 3 Juni 2016 - “Masyarakat Sipil Indonesia Ajukan Uji Materiil Perpres Percepatan PLTSa”
(https://docs.wixstatic.com/ugd/bdc2b3_18d0aa3d8d97420cb70cbe115414ca39.pdf)

13 Siaran Pers 27 Januari 2017 - “Koalisi Tegaskan Pengelolaan Sampah Nasional Harus Holistik”
(https://docs.wixstatic.com/ugd/bdc2b3_88¢323281¢cf540b79827a233002b659f.pdf)

4 Siaran Pers 31 Mei 2018 - “Perpres 35/2018 tentang PLTSa: Pemaksaan Teknologi Mahal dan Tidak
Berkelanjutan



https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/5c983d223469a4fa6d741a1176ec8799/pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/bdc2b3_18d0aa3d8d97420cb70cbe115414ca39.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/bdc2b3_88c323281cf540b79827a233002b659f.pdf

Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup
terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 487 organisasi dari unsur organisasi
non-pemerintah dan organisasi pecinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28
provinsi di Indonesia

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merupakan organisasi non-pemerintah
yang bekerja untuk terwujudnya sistem hukum dan tata kelola lingkungan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan, demokratis dan berkelanjutan.

Nexus3/BaliFokus adalah organisasi non-profit yang bekerja untuk melindungi kesehatan
kelompok masyarakat yang rentan, dari dampak pembangunan, dengan memperjuangkan
lingkungan adil dan bebas racun yang berkelanjutan.

Ecoton adalah organisasi non-profit yang bertujuan untuk mempromosikan keadilan lingkungan
untuk generasi sekarang dan masa depan, khususnya pada pengelolaan lahan basah yang
berkelanjutan.

(https://www.aliansizerowaste.id/single-post/2018/05/31/Perpres-No-352018-tentang-PLTSa-Pemaksaan-
Teknologi-Mahal-dan-Tidak-Berkelanjutan)

'® Artikel 17 Februari 2019 - “Perpres 83/2018: Penanganan Sampah Laut yang Tidak Menyelesaikan
Permasalahan Sampah”
(https://www.aliansizerowaste.id/single-post/2019/02/17/Perpres-832018-Penanganan-Sampah-Laut-yan
g-Tidak-Menyelesaikan-Permasalahan-Sampah)
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